BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahwa untuk menciptakan kerangka Pemerintah
Daerah yang bersih dan berwibawa (good corporate
governance) yang mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban kerja, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 maka perlu menetapkan
rencana kerja;

bahwa untuk menyelenggarakan program
pemerintahan dengan berlandaskan penanggulangan
krisis dibidang ekonomi, politik, hukum dan agama
serta sosial budaya dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional dan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a
dan b diatas, perlu menetapkan kembali Perubahan
Kedua Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran
Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diuabah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 61);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat RKPD.

BAB II
MAKSUD RKPD

Pasal 2

Perubahan Kedua atas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program
pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran (TA) 2017.

Pasal 3

Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 terdiri dari 6 (enam) Bab berserta
Lampiran yang meliputi:

a.BabI : PENDAHULUAN
b.Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

c.Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN

d.Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
e.Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
f. Bab VI : PENUTUP

Pasal 4
Pelaksanaan dari Perubahan kedua atas RKPD Tahun 2017 ini dituangkan
dalam Rencana Operasional tahunan yang memuat program-program dan
dilaksanakan dalam Tahun 2017.

Pasal 5

Kebijakan Perubahan kedua atas RKPD dituangkan dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2017.



Pasal 6
Isi beserta perincian dari PerubahanKedua RKPD Tahun 2017 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

111.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan

pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto
DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,
dto
KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 164

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002




